


Mengingat :

d. bahwa besarnya tanggung jawab, risiko dan beban kerja

khusus dalam pelaksanaan tugas Pengawasan oleh
Inspektorat, serta dalam upaya meningkatkan peran dan
kapasitasnya menuju Aparat Pengawas Internal Pemerintah
yang handal, professional, dan Dberintegritas dalam
mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih, perlu
diberikan biaya penunjang pengawasan yang diatur dengan
Peraturan Walikota;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a, huruf b, huruf ¢ dan huruf d di atas, perlu
menetapkan Peraturan Walikota tentang Standar Biaya
Penunjang Pengawasan Inspektorat Kota Mataram.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1993 tentang Pembentukan
Kotamadya Daerah Tingkat II Mataram (Lembaran Negara
Tahun 1993 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3531);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi,
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3851);

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4438);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15
Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor
12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019
Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6398);

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang
Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5679);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4890);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007
tentang Tata Cara Pengawasan Atas Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara
Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2007
tentang Norma Pengawasan dan Kode Etik Pejabat Pengawas
Pemerintah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007
tentang Pedoman Teknis dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi
dan Kabupaten/Kota;

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman
Kendali Mutu Audit Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 15 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota
Mataram (Lembaran Daerah Kota Mataram Tahun 2016
Nomor 1 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kota Mataram
Nomor 15);




15. Peraturan Daerah Kota Mataram Nomor 4 Tahun 2019

tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah
Kota Mataram Tahun 2019 Nomor 4 Seri E);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG STANDAR BIAYA
PENUNJANG PENGAWASAN INSPEKTORAT KOTA MATARAM.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :
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Daerah adalah Kota Mataram.

Walikota adalah Walikota Mataram.

Wakil Walikota adalah Wakil Walikota Mataram.

Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Mataram.
Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah otonom.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggarakan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
Inspektorat adalah Inspektorat Kota Mataram.

Inspektur adalah Kepala Inspektorat Kota Mataram.

Inspektur Pembantu yang selanjutnya disebut Irban adalah
Inspektur Pembantu wilayah I, Inspektur Pembantu wilayah II,
Inspektur Pembantu wilayah III pada Inspektorat Kota
Mataram.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan
pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh
pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan .
peraturan daerah.

. Standar Biaya adalah satuan biaya atau harga tertinggi dari

suatu barang dan jasa yang diperlukan untuk memperoleh
keluaran tertentu dalam rangka penyusunan anggaran
berbasis kinerja;

Biaya Penunjang Pengawasan adalah biaya yang diberikan
kepada Pengarah, Pembina dan Pelaksana Pengawasan guna
mendukung peran dan fungsi pengawasan penyelenggaraan
pemerintah daerah.
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Standar Biaya Penunjang Pengawasan adalah standar biaya
per paket tugas pengawasan yang ditetapkan berdasarkan
jabatan dalam tugas pengawasan sebagai acuan perhitungan
kebutuhan besaran biaya Pengawasan, yang dibayarkan
secara lumpsum.

Pengawasan adalah proses kegiatan yang ditujukan untuk
menjamin agar Pemerintahan Daerah berjalan secara efektif,
efisien dan ekonomis sesuai dengan rencana dan peraturan
perundang-undangan.

Pelaksana Pengawasan adalah Pegawai Negeri Sipil di
lingkungan Inspektorat Kota Mataram yang diberi Surat
Perintah Tugas untuk melaksanakan tugas pengawasan.
Pemeriksaaan adalah proses identifikasi masalah, analisis dan
evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif dan
profesional berdasarkan standar audit untuk menilai
kebenaran, kecermatan, kredibilitas, efektifitas, efisiensi dan
keandalan informasi pelaksana tugas dan fungsi instansi
pemerintah.

Pemeriksaan regular adalah pemeriksaan yang dilakukan agar
tujuan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota
Mataram dapat tercapai dengan efektif, efisien, dan ekonomis
serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Pemeriksaan kinerja adalah pemeriksaan atas pelaksanaan
tugas dan fungsi instansi pemerintah daerah yang terdiri atas
aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas.

Pemeriksaan khusus adalah pemeriksaan yang difokuskan
kepada penanganan kasus pengaduan = masyarakat,
permintaan Aparat Penegak Hukum (APH) dan pemeriksaan
khusus di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pemantauan adalah proses penilaian kemajuan suatu
program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah
ditetapkan.

Pemantauan Tindak Lanjut adalah pemantauan yang
dilakukan agar Perangkat Daerah dapat menyelesaikan
seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan sesuai waktu yang
telah ditentukan.

Auditor adalah Jabatan yang mempunyai ruang lingkup,
tugas, tanggungjawab, dan wewenang untuk melakukan
pengawasan intern pada pemerintah Kota Mataram sesuai
dengan peraturan perundang-undangan, yang diduduki oleh
Pegawai Negeri Sipil dengan hak dan kewajiban yang diberikan
secara penuh oleh pejabat yang berwenang.




